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PENETAPAN

Nomor : 598/Pdt.P/2013/PN.BIt.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA®

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan
Kami Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata permohonan Nomor : 598/Pdt.P/2013/PN. BIt. dalam perkara

PErMONONAN QAT & e e
Nama : RIYADI , beralamat di Dusun Sukosari, Rt.002, Rw.001, Desa
Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten

Blitar, selanjutnya disebut sebagai ... PEMOHON ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan , ternyata Pemohon telah
mengajukan surat  pencabutan perkara  permohonan Nomor
598/Pdt.P/2013/PN.BIt. tertanggal 6 Maret 2014 dengan alasan karena sudah

mengajukan Akte Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Blitar dengan peraturan yang ada sekarang ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak

bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah permohonan Pemohon

tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada

Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang

bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 1
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman
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508/Pdt.P/2013/PN.BIt, harus dihentikan dengan dicabut j------remere-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar perkara
tersebut di atas dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang

[T G121 11| S

4. Menghukum Pemohon  untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; --------sssrmmme

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 6 Maret 2014

Panitera Pengganti, Hakim
METERAL (vu )
AR EL MR
/ . 5(:03\(:-?&;357 A [ 2" S
Z 6000, T

SRIGUTOMO, SH ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.

Perincian biaya :

=  PNBP: v Rp. 45.000 .-
- Panggilan.............oeeeen Rp. 90.000,-
- Administrasi............cc...... Rp. 30.000,-
- Redaksi.......ccooeivrnnennne. Rp. 5.000,-
- Materai.....cccooeviiiinnnenns Rp. 6.000,-
Jumlah......ccoooieiiiiinennn. Rp.  176.000,- ( seratus tujuh puluh enam

ribu rupiah)
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



